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ABSTRAK 

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN 

HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP 

TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU 

DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG 

PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN, 

REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN 

LINGKUNGAN LAUT 

disusun oleh  

Nikolaus Valentino Boli Tukan 

Nim: 2021110067 

 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas 

Flores-Ende, 2025 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lembata 

dalam mengeluarkan kebijakan hukum mengenai pelestarian lingkungan laut 

terhadap tradisi berburu ikan paus di Desa Lamalera, sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2021 tentang pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan, rehabilitasi, dan 

peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, 

melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta 

data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tradisi Leva Nuang di Lamalera memiliki nilai budaya dan 

kearifan lokal yang tinggi, diatur oleh hukum adat yang ketat seperti larangan 

memburu paus betina, paus muda, dan penggunaan alat modern. Pemerintah daerah 

telah berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berbasis 

kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan 

perlindungan ekosistem laut. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi 

berbagai hambatan, antara lain kuatnya pengaruh hukum adat, sulitnya negosiasi 

dengan lembaga adat, penolakan sebagian masyarakat terhadap intervensi 

pemerintah, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat 

terkait dampak ekologis perburuan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa 

keberhasilan pelestarian lingkungan laut di Lembata sangat bergantung pada 

pendekatan dialogis, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat 

adat, dan pihak terkait lainnya. Regulasi yang dihasilkan perlu bersifat adaptif 

terhadap kearifan lokal agar tradisi berburu paus dapat terus berlangsung tanpa 

mengancam keberlanjutan ekosistem laut. 

 

Kata kunci: Peran Pemerintah, Kebijakan Hukum, Pelestarian Lingkungan Laut, 

Tradisi Berburu Paus, Lamalera. 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN FORMULATING LEGAL 

POLICIES ON MARINE ENVIRONMENTAL PRESERVATION IN 

RELATION TO THE TRADITIONAL WHALE-HUNTING PRACTICE IN 

LEMBATA REGENCY VIEWED FROM THE REGULATION OF THE 

MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC 

OF INDONESIA NUMBER 26 OF 2021 CONCERNING THE PREVENTION 

OF POLLUTION, PREVENTION OF DAMAGE, REHABILITATION, AND 

ENHANCEMENT OF FISH RESOURCES AND THE MARINE 

ENVIRONMENT 

Compiled By 

 Nikolaus Valentino Boli Tukan 

NIM: 2021110067 

 

Law Study Program, Faculty of Law and Social Humanities, University of Flores-

Ende, 2025 

This study aims to analyze the role of the Lembata Regency Government in 

formulating legal policies for the preservation of the marine environment in relation 

to the traditional whale-hunting practice in Lamalera Village, in accordance with 

the provisions of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of 

the Republic of Indonesia Number 26 of 2021 concerning the prevention of 

pollution, prevention of damage, rehabilitation, and enhancement of fish resources 

and their marine environment. The research employs an empirical legal method 

with a juridical-sociological approach, collecting primary data through interviews 

and field observations, and secondary data through literature review and document 

analysis. The findings reveal that the Leva Nuang tradition in Lamalera holds high 

cultural value and local wisdom, governed by strict customary law, such as the 

prohibition of hunting female and juvenile whales and the use of modern 

equipment. The local government has initiated the drafting of a Local Regulation 

(Ranperda) based on local wisdom to balance cultural preservation and marine 

ecosystem protection. However, the implementation of this policy faces various 

challenges, including the strong influence of customary law, difficulties in 

negotiating with customary institutions, community resistance to government 

intervention, limited resources, and low public awareness regarding the ecological 

impacts of whale hunting. This research concludes that the success of marine 

environmental preservation in Lembata greatly depends on a dialogical, 

participatory, and collaborative approach between the government, customary 

communities, and other stakeholders. The resulting regulations must be adaptive to 

local wisdom to ensure that the whale-hunting tradition can continue without 

threatening the sustainability of the marine ecosystem. 

 

Keywords: Government Role, Legal Policy, Marine Environmental Preservation, 

Whale-Hunting Tradition, Lamalera. 


